
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 60 TAHUN 2023 

TENTANG 

KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT 

Menim bang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka menjaga sektor usaha m ikr tetap 
bertahan dan berkembang, perlu memberikan fa silitas 
pelaku usaha m ikro u ntuk mendapatkan akses 
permodalan dari lembaga keuangan; 

b . bahwa dalam rangka pemberian fasilitas pelaku usaha 
mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan 
secara efektif, efisien, transparan, dan aku n a bel dalam 
penyalurannya, perlu adanya pengat ran kredit program 
pemberdayaan ekonomi rakyat; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan seba gai ana dim aksud 
dalam hu f a dan huruf b , perlu me etapkan Peraturan 
Bupa ti ten tang Kredit Progra m Pember ayaan Ekonomi 
Rakya ; 

1. Undan g-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkun gan P opinsi Djawa Bara t (Berita Negara Republik 
Indon esia Tahun 1950) , sebagaimana telah di bah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahu n 19 68 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang den gan mengubah Undang-Un dang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentan g Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Pera turan Pem erintah Nom or 54 Tahun 20 7 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lem ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

5 . Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 t n tang 
Pengelolaan Keuanga n Daerah (Lembaran Negara ep blik 
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42 , Tambahan Lem aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nom or 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelin dungan, dan Pem er ayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2021 omor 7 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indone·a omor 661 ); 

7 . Peraturan Menteri Dalam Neger· omor 94 a u 2017 
tentang Pengelola an Bank Perkreditan Rakya t Milik 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1375); 

8. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T n 2020 
tenta ng Pedoman Teknis Pen gelo aan euanga n Daerah 
(Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2020 Nomor 
178 1); 

9 . Peraturan Daerah Kabu pat n Ta sikmalaya Nomor 1 
Ta h un 20 16 ten tang Tata Cara Pem bentukan Produk 
Hukum Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

10. Peratu ran Daerah Kabupa ten Tasikm alaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemer·n tahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

KREDIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau se bagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawa atas pengurusan 
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewak ili BUMD baik di 
dalam m a upu n di luar pengadilan sesuai dengan ket n tu a n anggaran 
dasar. 

7. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan nnSlp 
k onv sional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa eu gan 

ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan J sa 

8. 
u a ngan. 
edit Program Pemberdayaan Ekon om i Rakyat yang selanjutnya 

K PE a dalah fasilitas berupa kredit modal bagi us aha mikr 
tingk a t suku bunga rendah, persyaratan ringan, dan . angk 
disesuaikan dengan kegiatan usahanya. 

S1 gkat 
dengan 

aktu 

9. Penyalur KPPER adalah BUMD Lembaga Keu angan yang ditunju k untuk 
me yalurkan KPPER. 

10. Usa a M' 0 adalah usaha p odu ktif m i ' orang pe seoran an da /atau 
kel po u saha yang memenuhi kriteria u aha 0 sebagai an diatur 
dalam ke entuan pera uran perundang-undangan. 

Pasal2 
Penyelen ggaraan KPPER bertujuan untuk: 
a. menin gkatkan produ k tifita dan pengem bangan eko omi lokal serta 

meni gkatkan pendapatan masyaraka t ; 
b. men m buhkembangkan k m ampu an Usaha Mikro menja i u aha yang 

tang h dan m andir i; d an 
c. meningk tkan peran Usaha Mikro dalam pembangun a n Daerah, 

mencip takan la pangan kerja, p emerataan p enda patan, pertumbuhan 
ekonomi dan pen gen tas an rakyat dari kemiskinan. 

BABII 
PENYELENGGARAAN KREDIT PROGRAM PEMBERDAY N E ONOMI RAKYAT 

Bagian Kesatu 
Penerima 

Pasal 3 
(1) Penerima KPPER adalah Usaha Mikro yang bergerak di sektor: 

a. industri pengolahan; 
b. perdagangan; 
c. jasa; dan 
d. pertanian, peternakan, dan perikanan. 

(2) Penerima KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha 
produktif dan layak dibiayai. 
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. Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal4 
Persayaratan penerima KPPER sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 meliputi: 
a. memiliki usaha produktif dan layak; 
b. memiliki surat izin usaha dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB); 

c. merupakan penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

d. memiliki Nom or Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
e. bertempat usaha di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; 
f. tidak eda ng m en er ima fasilitas kredit dari penyalur kredit us a ya ng lain 

d / a au dana bergulir; 
g. e punyai agunan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan; 
h. e iliki surat keterangan ke1ompok u saha yang diterbitkan oleh Peran kat 

e h terkait; dan 
1. m em iliki su rat rekomendasi pengajuan kredit dari ketua kelomp u saha 

bagi ang ota kelompok usaha. 

Bagian Ketiga 
Penyalu 

Pa sal5 

(1) Penyalu KPPER dilaksanakan oleh BUMD Lembaga Ke an an. 
(2) Pen alu ran K PER oleh Penyalur KPPER se bagaimana d · aksu pa a ayat 

(1) pat menggunakan pola executing. 
(3) Bupa ti menetapakan Penyalur KPPER sebagaimana dimaks a . a ayat (1) 

dise ai deng be saran alokasi anggaran. 

BAB III 
MEKANISME KREDIT PROGRAM PEMBE DAYAAN EKON I KYAT 

Bagian Kesatu 
Pen gaju an 

Pa sal6 
(1) U saha Milcro m engajukan permohonan KPPER secara langsung kepada 

Penyalur KPPER. 
(2) Penyalur KPPER m elaksanakan seleksi dan verifikas· secara langsung 

terhadap pemohon KPPER. 

Bagian Kedu a 
Pengajuan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi Perseorangan 

Pasal 7 
(1) Pengajuan KPPER bagi perseorangan dilakukan secara langsung oleh 

pemilik Usaha Mikro. 
(2) Pengajuan KPPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 

persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan 
hurufg. 
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Bagian Ketiga 
Pengajuan Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi Kelompok 

Usaha 

Pasal8 
(1) Pengajuan KPPER bagi kelompok usaha dilakukan m elalui ketua kelompok 

usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan 
oleh masing-masing anggota kelompok. 

(2) Perjanjian KPPER untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing 
anggota kelom pok u saha den gan Penyalu r KPPER. 

(3) Kelompok u saha dapat memberikan agunan yang ber sum er dari aset 
kelompo u aha danjatau aset dari sebagian anggota kelom ok usaha 
yang da pa t diper tanggungjawabkan. 

(4) Dalam h al terdapat kegagalan pem bayaran angsuran KPPER, m aka etua 
el pok usaha mengoordinasikan pelaksanaan mekanisme pem y an 

t anggota kelompok saha dan menjadi tanggung jawab bers rna 
kelo pok usaha. 

(5) Pe g ·uan KPPER sebagaimana dim aksud pada ayat (1) wajib m em enuhi 
persy ratan sebagaimana tercantum dalam Pasa14 

Bagian Keempat 
Besa an Plafon dan Ting at Suku Bunga 

Pasal 9 

(1) Besa r afon KPPER bagi Usaha Mikro pali g tin g i sebesar 
Rp5 .000 .000,00 (lima puluh juta rupiah dan jangka wakt alin g 1 rna 36 
(tiga p luh enam) bulan. 

(2) Ting a t suku bu nga K PE sebesar 9% (sembi an per s ra tus per t hun. 
(3) Ske a pembayaran angsu an KPPE R sebagaiman a dimak ud pada yat (1) 

dilakukan den gan cara angsuran pokok dan bun ga dibayar setiap bulan 
sam at engan kredit lu nas. 

Ba gian Kelim a 
Asu ransi 

Pasall0 
(1) Setiap pen erim a KPPER waj ib menja di peserta asuransi. 
(2) Biaya asu ansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m enjadi beban 

penerima KPPER. 

BABIV 
PELAPORAN 

Pasal 11 
( 1) Penyalur KPPER wajib melaporkan realisasi penyaluran dan pemanfaatan 

dana KPPER secara periodik berupa laporan bulanan. 
(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di 
bidang perekonomian dan administrasi pembangunan. 
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BABV 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal13 

(1) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian 
dan administrasi pembangunan melakukan pembinaan penyelenggaraan 
KPPER. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada aya t (1 ) d ilakukan setiap 6 (enam) 
bulan sekali. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal14 

(1) In spektorat Daerah melakukan pen gawasan penyelenggaraan KPPER. 
(2) Pe g' wasan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan setia 1 (satu) 

tahun sekali. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi 

Pa sal 15 

(1) Unit k 'a yang m elaksanakan tu gas dan fungsi di bidang pe e 0 omian 
dan a dm'nistrasi pembangun an m elakukan evaluasi enyelen pgaraan 
KPP R. 

(2) Eval a si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setia 1 (satu) 
tah sekali. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) disarnpaikan kepada 
Bup ti. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya t (2) dapat menjadi 
perti bangan u ntuk keberlangsungan pen elenggaraan KPPER 
selanju tnya . 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal16 
Sumber pembiayaan penyelenggaraan KPPER bera sal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, danj atau sumber 
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal17 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini: 
a. penyelenggaraan KPPER sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengacu 

ketentuan yang diatur dalarn perjanjian kerja sarna antara Pemerintah 
Daerah dan Penyalur KPPER. 

b. KPPER yang telah disalurkan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a tetap mengikat para pihak sarnpai masa 
berlakunya perjanjian kredit berakhir. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak, sanksi, dan biaya 
administrasijpendukung ditetapkan dengan Peraturan Direksi. 

Pasal19 

Peraturan Bupati ini mulai berl ,GU..lF,F,,:;u. d O n ang ano 

Agar setiap orang dapa mengeta huinya, memerintahkan engundangan 
Peraturan Bu pat i nl dengan penem pa tannya dalam Ber Ota Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya o 

_&-~4""'.I'1.1..1 Z N 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 60 


